BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pajak 

Pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan, karena pembangunan tidak dapat dipisahkan dari dana pembangunan yang semuanya dibiayai dari penerimaan pemerintah, dimana penerimaan pemerintah tersebut berasal dari sektor pajak dan non pajak. Penerimaan pemerintah diluar pajak yaitu seperti Minyak Bumi dan Gas (Migas), bantuan luar negeri baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk biaya pembangunan dan devisa dari sektor pariwisata merupakan sektor yang memegang peran paling penting. Akan tetapi, seperti halnya penerimaan negara dari sektor Migas, selain dipengaruhi oleh harga pasar internasional juga dipengaruhi oleh keterbatasannya. Semakin banyak diambil, maka akan semakin menurun persediaan yang ada, karena Migas merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dapat diperbaharui.

Pada tahun 2003, sektor pajak sudah menjadi penyumbang pendapatan negara yang paling besar, dengan menggeser sektor Migas. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan sektor pajak. Dengan pajak diharapkan dapat menutupi setidaknya 50% dari kebutuhan negara.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Indra Ismawan dalam bukunya Memahami Reformasi Perpajakan 2000, mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2001 : 4)

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah”.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Perpajakan Teori & Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, mengemukakan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

(2003 : 1)

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja, dalam buku Hukum Pajak yang ditulis oleh Erly Suandy, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

(2000 : 7)
Pengertian pajak menurut N.J. Feldmann dalam buku Perpajakan Teori & Kasus yang ditulis oleh Siti Resmi, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.
(2003 : 1)
Dari keempat pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pajak tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya adalah yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di Indonesia, pemerintah daerah yang berhak memungut pajak adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian luas. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa. Hal itu disebut dengan istilah peralihan sumber-sumber ekonomis.
2. Berdasarkan Undang-Undang
Artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya harus mempunyai persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui undang-undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan landasan pemungutan pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang”. Kemudian dari penjelasan pasal per pasal terlihat bahwa para pendiri negara Republik Indonesia ini menyadari sepenuhnya betapa mendasar dan penting peranan pajak untuk kelangsungan hidup negara, sehingga asas dan kepastian hukum perlu diatur secara jelas dan nyata.

Bunyi penjelasan Pasal 23 Ayat 2 tersebut adalah: “Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatkannya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan DPR menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya”.
3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual serta tidak dapat dirasakan secara langsung sesuai dengan besarnya pajak, tetapi akan digunakan untuk kepentingan negara. Misalnya digunakan untuk pembangunan jalan raya, jembatan dan sebagainya.

4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan.
2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori & Kasus mengatakan bahwa:

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) ” dan fungsi regulerend (mengatur)”.
(2003 : 2)
Uraian mengenai fungsi pajak adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Budgetair atau Fungsi Finansial

Fungsi Budgetair seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori & Kasus menyatakan bahwa: 

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain”.

(2003 : 2)
Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh Y. Sri Pudyatmoko dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Pajak menyatakan bahwa:

“Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya kedalam kas negara”. 

(2002 : 15)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masayarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat serta sistem pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar Fungsi Budgetair, yaitu Fungsi Regulerend.

2. Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur

Fungsi Regulerend seperti yang ditulis oleh Muqodim dalam bukunya Perpajakan Buku Satu, menyatakan bahwa:

“Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur yaitu: fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah”.

(2002 : 8)

Fungsi Regulerend seperti yang ditulis oleh Erly Suandy dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa:

“Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur yaitu: pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.”

(2002 : 8)

Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi budgetair) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi regulerend itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh: minuman keras dikenai cukai.

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Fungsi Regulerend sangat erat kaitannya dengan keinginan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk  menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah di satu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan , menyatakan bahwa:

“Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru”.

(2002 : 2)
Hal senada mengenai syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Adam Smith dan dikutip oleh Waluyo & Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa:

“Syarat Pemungutan Pajak:

1. Equity

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitlkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak ”.

(2001 : 5)
Sementara itu Van Justi, seperti yang tercantum dalam buku yang ditulis oleh Muqodim yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Syarat pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Tidak merugikan kemerdekaan individu dan tidak merugikan perusahaan. Merugikan disini jika dipungutnya pajak sedemikian rupa, sehingga dapat menghambat dan mencegah kelangsungan perusahaan yang bersangkutan.
2. Pembagian secara merata.

3. Tidak memuat kekosongan yang dapat diselundupi.
4. Tidak memakan biaya yang banyak.

(2000 : 17)
Dari ketiga pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan penagih pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

2. Syarat Yuridis

3. Syarat Ekonomis

4. Syarat Finansial
2.1.4 Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Kalangan awam mungkin akan menyalah artikan, mengapa pemerintah seenaknya memungut pajak dari masyarakat, karena mereka beranggapan bahwa hasil yang mereka dapat merupakan hasil kerja keras mereka dan mengapa hasilnya harus berbagi dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang memahami tentang perpajakan.
Pemerintah tidak semata-mata memungut pajak tanpa adanya alasan tertentu yang mendasar, karena ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Teori-teori ini diharapkan dapat mengurangi pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang mengapa negara memungut pajak.

Adapaun teori yang mendukung pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Muqodim dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:
“………mencoba mencari alasan untuk membenarkan pemungutan pajak. Beberapa teori yang dikenal luas adalah: Teori Asuransi, Teori Keuangan, Teori Gaya Pikul, Teori Kewajiban Pajak Mutlak dan Teori Asas Gaya

Beli”.
(2000 : 20)
Pendapat lain yang mendukung pemungutan pajak juga diungkapkan oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, adalah sebagai berikut:

“Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama besarnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
a. Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
b. Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori  Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya,. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

(2002 : 3)
Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah tidak semena-mena dalam memungut pajak kepada wajib pajak, karena pemerintah mempunyai dasar-dasar tentang pemungutan pajak yang tertera dalam undang-undang perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak kepada wajib pajak. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak, yang menjelaskan atau memberikan keadilan dalam pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, diantaranya adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti dan teori asas daya beli.

2.1.5 Pengelompokkan Pajak

Berdasarkan pengertian dan teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, pajak yang dipungut oleh negara Indonesia beraneka ragam. Menurut kemampuan daya beli masyarakat saja sudah berbeda, karena daya beli masyarakat Indonesia berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang penghasilannya tinggi sehingga daya belinya pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah dan ada pula yang penghasilannya menengah sehingga daya belinya masih tercukupi. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak. Misalnya jenis pajak apa yang harus masyarakat bayar dan berapa jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang pembagian jenis pajak, pajak harus dikelompokkan.
Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, misalnya dilihat dari segi golongan, pembagian berdasarkan wewenang yang memungut dan pembagian pajak menurut sifatnya.

A. Menurut Golongan

Pengelompokkan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2000 : 5)
Pengelompokkan pajak menurut golongannya, seperti yang ditulis oleh Muqodim dalam bukunya Perpajakan Buku Satu, menyatakan bahwa:

“Pembagian Pajak Menurut Golongannya:

1. Pajak langsung

Secara ekonomis pajak langsung adalah pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan disingkat PPh.

2. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh orang yang membayar kepada pihak lain atau pemikul.

Contoh: pemikul pajak tidak langsung adalah konsumen.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai disingkat PPN”.

(2000 : 7)
Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis tidak dapat dilimpahakan kepada orang lain dengan kata lain harus dipikul sendiri oleh wajib pajk yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pajak tidak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.   
B. Menurut Sifatnya

Pengelompokkan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2002 : 6)
Pendapat lain tentang pengelompokkan pajak menurut sifatnya juga diungkapkan oleh Muqodim dalam bukunya Perpajakan Buku Satu, yaitu:
“Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya:

1. Pajak yang bersifat perorangan/subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak.

Misalnya: Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2. Pajak yang bersifat kebendaan/pajak obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja.
Misalnya: Bea Materai, PPN, Pajak Perseroan dan PPh Badan.

(2000 : 5)
Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokkan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi pajak subyektif dan obyektif. Pajak obyektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya disesuaikan dengan keadaan atau kondisi wajib pajak. Jika penghasilan wajib pajak besar maka pajaknya pun akan besar begitupun sebaliknya. Jadi tarif pajak disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak subyektif yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut. Contoh: Bea Materai untuk surat berharga yang mempunyai harga nominal Rp. 900.000 tidak akan sama dengan surat berharga yang mempunyai harga nominal Rp. 1.500.000.   
C. Menurut Lembaga Pemungut

Pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan bahwa:

“Menurut Lembaga Pemungutnya:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barng Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b. Pajak Daerah, yaitu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:
1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

(2002 : 6)
Hal serupa mengenai pengelompokkan pajak menurut lembaga pemungutnya, dinyatakan oleh Muqodim dalam bukunya Perpajakan Buku Satu adalah sebagai berikut:

“Pembagian Pajak Berdasarkan Wewenang Yang Memungut:

1. Pajak Negara

Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan Pemerintah Pusat. Sehingga pajak negara sering juga disebut pajak pusat.

Contohnya: 
a. Pajak Penghasilan (PPh) – Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) – Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1995.
c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
d. Bea Materai – Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah untuk kepentingan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.

Contoh pajak daerah antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bangsa Asing dan sebagainya”.

(2000 : 5)
Dengan adanya pengelompokkan pajak, para wajib pajak dengan mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus mereka bayar, dan akan mempermudah proses penagihan pajak oleh fiskus.

2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan Ini merupakan kerjasama antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000, wajib pajak memberikan data-data dalam surat pemberitahuan dan kantor pelayanan pajak kemudian menentukan besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Kewajiban perpajakan dimulai saat wajib pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berupa pelaporan tahunan dan bulanan. Untuk pelaporan tahunan bentuknya adalah Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagi wajib pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan berfungsi sebagai saranan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Adapun pengertian Surat Pemberitahuan menurut pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaksanakan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan”.
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya harus memuat jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan neto, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban diluar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Dari penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa fungsi surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak selain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang, juga untuk melaporkan:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

3. Harta dan kewajiban.

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(2002 : 10)
Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak dituntut harus benar dalam mengisi berbagai keterangan menyangkut penghasilan dan data pendukung lainnya dalam Surat Pemberitahuan.

2.1.7 Pajak Terutang

Surat Pemberitahuan Tahunan pada dasarnya merupakan pemberitahuan wajib pajak mengenai jumlah pajak terutang untuk tahun pajak tertentu. Pajak terutang mnurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan:

“Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pada prinsipnya, pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan menurut penjelasan pasal 12 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk kepentingan administrasi perpajakan, maka saat terutangnya pajak tersebut ditentukan sebagai berikut:

1. Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga

2. Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atau kegiatan usaha.

3. Pada akhir Tahun Pajak , untuk Pajak Penghasilan”.

Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut ataupun yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah tiba saat pelunasan pembayaran, harus segera ke kas negara melalui kantor pos dan bank-bank persepsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dapat menerima pembayaran pajak.
(2002 : 26)

Dari pengertian tersebut, pajak terutang merupakan pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak dan harus diberitahukan atau dilaporkan kepada kantor pajak dan kemudian pajak terutang tersebut harus dibayar berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan.
2.2 Surat Paksa

Apabila wajib pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dalam hal membayar utang pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 fiskus mengeluarkan surat paksa. Surat Paksa dikeluarkan dengan maksud agar wajib pajak atau penanggung pajak dapat melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo.

Dengan adanya Surat Paksa, akan membantu para fiskus untuk menagih utang pajak kepada wajib pajak dengan leluasa karena sudah mempunyai wewenang yang penuh untuk menagih.

2.2.1 Pengertian Surat Paksa

Pengertian Surat Paksa seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa:

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.
(2002 : 434)
Pengertian Surat Paksa, seperti juga yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

(2002 : 47)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam bukunya Asas dan Dasar Perpajakan, adalah sebagai berikut:

“Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa dengan ancaman sita atau sandera”.

(2000 : 77)
Dari ketiga pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Paksa itu merupakan keputusan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan segera dapat dilaksanakan, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk melawan Surat Paksa tersebut. Jadi secara material, Surat Paksa tidak dapat ditentang. Tetapi jika terdapat kekurangan-kekurangan, Surat Paksa masih bisa ditentang. Misalnya:

a. Tidak diberitahukan secara resmi

b. Tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

c. Tidak diberitahukan menurut cara yang telah ditentukan

2.2.2 Batas Waktu Pengeluaran Surat Paksa

Pihak fiskus tidak semata-mata mengeluarkan Surat Paksa untuk menagih para wajib pajak atau pengusaha kena pajak, tetapi ada batas waktu untuk menerbitkan Surat Paksa. Batas waktu diterbitkannya Surat Paksa, seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:
“Surat Paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak”.

(2001 : 26)
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Eugenia dalam bukunya Tanya-Jawab Penagihan pajak Dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

“Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat apabila utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran. Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa”.

(2000 : 26)
Surat paksa dapat diterbitkan jika wajib pajak yang mempunyai utang pajak atau tunggakan pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan kepadanya telah diberikan surat teguran untuk membayar pajak. 
2.2.3 Isi dan Karakteristik Surat Paksa
Surat Paksa mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan surat lain yang sejenis, karena dengan surat paksa dapat membuat wajib pajak atau penanggung pajak merasa harus membayar pajaknya yang telah jatuh tempo. Jika dilihat dari isinya, surat paksa mencerminkan kekuatan hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan, atau dalam segi hukum surat paksa disebut sebagai Parate Execute (Eksekusi Langsung) yang artinya penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan negeri. Sedangkan fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai Parate Execute, karena surat paksa jika dilihat dari isi dan karakteristiknya sangat membantu para fiskus menjalankan tugasnya.

Isi dan karakteristik surat paksa, seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

“Dilihat dari segi isinya, surat paksa memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Berkepala kata-kata “Atas Nama Keadilan” yang dengan Undang-Undang No 14 Tahun 1970 pasal 4 disesuaikan bunyinya dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Nama wajib pajak atau penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.

c. Dikeluarkan atau ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah.

Sedangkan segi karakteristiknya adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan

b. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht van gewijsde)

c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)

d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan atau pencegahan

(2001 : 22)
Agar tercapain efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari oleh Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telayh mempunyai kekuatan hokum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. 
2.2.4 Pihak Yang Terkait Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, fiskus tidak bekerja sendiri dan masih memerlukan dukungan pihak lain yang dianggap perlu untuk membantu kesuksesan dan kelancaran penagihan pajak seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

“Pejabat pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak dijumpai, Pejabat-pejabat itu harus memberi tanda tangan pada surat paksa”.

(2001 : 30)

“Dapat disimpulkan bahwa sekalipun wewenang penagihan pajak yang dimiliki oleh fiskus cukup besar, namun dalam hal tertentu peran serta hakim pengadilan masih tetap diperlukan”.
(2001 : 36)

Dari kedua pernyataan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak yang terkait dalam penagihan pajak dengan surat paksa antara lain:

1. Bupati

2. Walikota

3. Camat 

4. Lurah

5. Hakim Pengadilan Negeri

2.2.5 Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa

Dalam melaksanakan penagihan dengan surat paksa, para fiskus sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu tentang adanya surat paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa, seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

“Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak”.

(2001 : 28)

Pemberitahuan tentang adanya surat paksa kepada penanggung pajak atau wajib pajak, terbagi atas pemberitahuan orang pribadi dan pemberitahuan kepada badan. Pelaksanaan pemberitahuan surat paksa terhadap orang pribadi, seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

“Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada:

a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, di tempat lain yang memungkinkan

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.

c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

(2001 : 28)
Pelaksanaaan pemberitahuan surat paksa terhadap badan, seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

“Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada:

a. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

b. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Dalam hal wajib dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Bali Harta Peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

d. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

e. Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

(2001 : 29)
Setelah diketahui kepada siapa saja surat paksa itu diberitahukan, para juru sita pajak melaksanakan pemberitahuan tersebut dengan cara:

1. Juru sita pajak mendatangi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri, juru sita pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan surat paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.

2. Jika juru sita bertemu langsung dengan wajib pajak atau penanggung pajak, meminta agar wajib pajak atau penanggung pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:

a. Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam surat paksa.
b. Apakah ada surat keputusan pengurangan atau penghapusan.
c. Apakah kelebihan pembayaran dari tahun atau jenis pajak lainnya uang belum diperhitungkan.

3. Jika juru sita pajak tidak bertemu langsung dengan wajib pajak atau penanggung pajak, maka salinan surat paksa tersebut dapat diserahkan kepada:

a. Keluarga penanggung pajak ata orang bertempat tinggal bersama wajib pajak atau penanggung pajak yang Aqil Baligh (dewasa dan sehat mental).

b. Anggota pengurus komisaris atau para persero dari badan usaha yang bersangkutan.

c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b di atas juga tidak dijumpai. Pejabat-pejabat tersebut harus memberi tanda tangan pada surat paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan.

d. Juru sita pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, harus memuat laporan pelaksanaan surat paksa (bentuk KP.RIKPA4.9-97)

4. Jika penanggung pajak tidak ditemukan di kantor, maka juru sita pajak dapat menyerahkan salinan surat paksa kepada:

a. Seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai)

b. Seseorang yang ada di tempat tinggalnya. Misalnya istri, anak, atau pembantu rumah tangganya. Sebaliknya, apabila penanggung pajak tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, perusahaan sudah dibubarkan atau tidak mempunyai kantor lagi, surat paksa atau salinannya ditempelkan pada pintu utama kantor pejabat dimana penanggung pajak atau wajib pajak semula berdomisili. Surat paksa juga dapat disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat, mengumumkannya melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.6 Peran Serta Hakim Pengadilan Negeri Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Bantuan hakim pengadilan guna menangani kasus-kasus hukum yang timbul dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa tetap diperlukan. Wewenang fiskus yang berkaitan dengan masalah penagihan pajak, dalam prakteknya tidak akan melebihi peraturan tentang pelaksanaan surat paksa, sita, lelang dan juga dimungkinkan penyanderaan. Tetapi dalam beberapa hal, hakim pengadilan negeri masih tetap diperlukan peran sertanya.

Peran serta hakim Pengadilan Negeri seperti yang ditulis oleh Moeljo Hadi dalam bukunya Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa:

“…………Hakim Pengadilan Negeri masih tetap diperlukan peran sertanya, yaitu antara lain :

1. Jika ada concursus atau berbarengan kepentingan antara fiskus dan kreditur lain terhadap wajib pajak atau penanggung pajak mengingat kepentingan semua pihak.

2. Jika ada sanggahan atau gugatan terutang barang-barang yang telah disita fiskus terhadap pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau penanggung pajak.

3. Begitu juga jika nantinya seiring dengan pelaksanaan sanksi penyanderaan badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa”.

(2001 : 35)
Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, peran serta hakim masih diperlukan, apabila terdapat kesalah pahaman dalam hal penyitaan jika barang yang disita tersebut terdapat hubungan dengan pihak ketiga. Begitu juga jika nantinya ada penyanderaan badan terhadap wajib pajak yang melanggar, maka peran serta hakim diperlukan.
2.3 Penerimaan Pajak 

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Negara Indonesia, tidak terlepas dari peran aktif pajak. Karena sektor pajak telah menjadi penerimaan negara yang cukup kompeten. Penerimaan pajak dari tahun ke tahun berfluktuasi dan bervariasi karena banyak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembanguanan pun menjadi lancar dan berjalan secara continue. Penerimaan pajak yang berfluktuasi digambarkan dengan grafik dibawah ini:

Penerimaan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Sesuai pengenaannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Negara, terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

c. Bea Materai

d. Pajak Bumi dan Bangunan

e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Pajak Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Propinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan Bahan Bakar Golongan C

7. Pajak lain-lain

(2002 : 97)
Dengan adanya pengelompokkan pajak berdasarkan pengenaannya, dimaksudkan agar pendapatan pajak daerah dan pajak pusat dapat dikelola secara baik supaya tercipta suatu pembangunan yang merata di seluruh daerah di Indonesia.  
2.3.1 Penerimaan Pajak Pusat

Penerimaan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ditinjau dari organisasi pengelola dapat dibagi sebagai berikut:

A. Direktorat Jenderal Pajak

a. Pajak Penghasilan 
Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan dari perorangan ataupun badan hukum. Penghasilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang berlaku sekarang adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi serta untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun”. 
(2002 :103)

Dari pernyataan tersebut, penghasilan mempunyai arti luas mencakup capital gain, perhitungan hibah dan sebagainaya. 

b. Pajak Pertambahan Nilai 
Meskipun dinamakan pajak pertambahan nilai, pengenaan pajak tidak murni atas pertambahan nilai suatu barang, tetapi dengan metode pengurangan langsung. Maksudnya, pajak yang disetor adalah pajak keluaran (pajak atas nilai jual) dikurangi dengan pajak masukkan (pajak atas pembelian brang-barang, baik untuk produksi maupun konsumsi).

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1986 yaitu dengan UU No 12 Tahun 1985, sebagai objek pajaknya adalah:

Bumi: adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya berarti meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Bangunan: adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

d. Bea Materai

UU No 13 Tahun 1985 tentang bea materai menggantikan UU bea materai yang lama yaitu aturan bea materai 1921. bea materai yang berlaku sekarang adalah Rp. 3000,- dan Rp. 6000,-.

Materai Rp. 6000,- dikenakan atas:

1. Surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
4. Atas dokumen yang akan digunakan sebagai pembuktian dimuka pengadilan.
5. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan lainnya.
6. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain yang berbeda dari maksud yang semula.

Materai Rp. 3000,- dikenakan atas:

1. Surat yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.0000,-.

2. Surat-surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang bernominal lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,-.

3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang nominalnya lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp. !.000.000,-.

4. Cek dan biliyet giro dengan nominal berapapun.
B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
1. Bea Masuk

2. Bea cukai tambahan

3. Bea cukai lain-lain

C. Direktorat Jenderal Moneter
a. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri

1. Pajak Ekspor

2. Penerimaan Bukan Pajak

b. Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri

1. Pajak penerimaan atau perolehan minyak

2. Penerimaan minyak lainnya

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, penerimaan pajak pusat meliputi:
1. Pajak Penghasilan

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

3. Pajak Bumi dan Bangunan

4. Bea Masuk dan Cukai

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.2 Penerimaan Pajak Daerah

Sumber pendapatan suatu daerah menurut UU No 5 Tahun 1974 dapat dibagi sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Perusahaan Daerah

d. Usaha Daerah yang lainnya

2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat terdiri dari:

a. Sumbangan dari pemerintah

b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pendapatan daerah lainnya

Penerimaan pajak daerah seperti yang ditulis oleh Euginia dalam bukunya Tanya jawab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan bahwa:

“Jenis Pajak Daerah:

Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:

· Pajak kendaraan bermotor

· Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

· Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

· Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:

· Pajak Hotel dan Restoran

· Pajak Hiburan 

· Pajak Reklame

· Pajak Penerangan Jalan

· Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

· Pajak Pemanfaatan air Bawah Tanah dan Air Permukaan

( 1999 : 2 )
Dengan adanya penerimaan pajak baik itu dari pusat maupun daerah, apabila semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, maka pembangunan akan mengalami kemajuan ke arah yang lebih baik, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.  
2.4 Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak
Surat Paksa merupakan keputusan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan segera dapat dilaksanakan, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk melawan Surat Paksa tersebut. Jadi secara material, Surat Paksa tidak dapat ditentang. Tetapi jika terdapat kekurangan-kekurangan, Surat Paksa masih bisa ditentang. Misalnya: tidak diberitahukan secara resmi, tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, tidak diberitahukan menurut prosedur yang telah ditentukan.

Penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Surat paksa diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh atau wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. 

Dengan diterbitkannya surat paksa dalam penagihan pajak terutang, maka pendapatan kas negara dari sektor pajak akan bertambah, seperti yang dikatakan oleh Eugenia (200 : 26) “Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat apabila utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran. Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa”. Hasil dari penagihan pajak tersebut dapat digunakan untuk biaya pembangunan yang bersifat umum, artinya pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmatinya dimasa yang akan datang. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa: “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jadi Semakin banyak surat paksa yang diterbitkan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak, maka akan semakin meningkat pula penerimaan negara atas pajak, yang mengakibatkan pembangunan berjalan lancar, untuk mewujudkan pembangunan yang merata di semua daerah dan tercipta masyarakat yang makmur, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Penerimaan pajak akan optimal jika didukung oleh fiskus yang mengerti dan memahami tentang perpajakan, mempunyai rasa tanggung jawab, serta wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak. Tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan karena mempunyai pengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak.
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